PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang:

Mengingat

KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Qanun Kota
Subulussalam Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2022 perlu
ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2022;

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk PenangananPandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasionaldan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
Rangka  Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;



10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 469);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

provinsi Aceh;



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentangHak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita
negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

21. Qanun Kota subulussalam Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Subulussalam Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

Kota adalah Kota Subulussalam.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3.
4

. Qanun adalah Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengatur

Walikota adalah Walikota Subulussalam.

penyelenggaraan pemerintahan.

5. APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan.

. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai

pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan.

. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit

anggaran atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp
736.707.883.884 bertambah sebesar Rp 208.172.815.253 sehingga menjadi Rp
944.880.699.137 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah
a. Semula Rp 706.707.883.884
b. Bertambah /(berkurang) Rp 26.315.855.301




Jumlah pendapatan daerah setelah

Perubahan

Rp 733.023.739.185

2. Belanja daerah

a. Semula Rp 734.707.883.884
b. Bertambah /(berkurang) Rp 204.172.815.253

Jumlah belanja daerah setelah

Perubahan

Rp 938.880.699.137

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 30.000.000.000
2) Bertambah /(berkurang) Rp 181.856.959.952
Jumlah penerimaan pembiayaan
Setelah Perubahan Rp 211.856.959.952
b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp 2.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.000.000.000
Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah Perubahan Rp 6.000.000.000
c. Pembiayaan Netto
1) Semula Rp 28.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang) Rp 177.856.959.952
Jumlah pembiayaan neto setelah
Perubahan Rp 205.856.959.952
4. Sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah
Tahun Berkenaan Rp 0
Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari :

1. Lampiran I

2. Lampiran II

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBK Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Rincian Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,



3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10.Lampiran X

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial,

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemrintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Rincian
Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota
pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas

Perbatasan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen perubahan pelaksanaan anggaran satuan

kerja perangkat daerah kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 3 November 2022
WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di dalam Berita Daerah
Kota Subulussalam
Pada tanggal 3 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022 NOMOR 53

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUPARDI, SH
NIP. 19810103 201003 1 001



